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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaturan hukum terkait hak atas kesejahteraan 

bagi pekerja anak di Indonesia dan untuk 

mengetahui penerapan hukum terhadap hak atas 

kesejahteraan bagi pekerja anak menurut UU 

Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. 

Dengan menggunakan metode penelitian 

normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. 

Secara keseluruhan, Indonesia telah mengatur 

perlindungan hak kesejahteraan bagi pekerja anak 

melalui berbagai regulasi hukum yang jelas. 

Namun, tantangan dalam pelaksanaan dan 

pengawasan yang efektif masih perlu diatasi. 

Diperlukan kerjasama antara pemerintah, 

masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan 

bahwa anak-anak terlindungi dari eksploitasi dan 

dapat menikmati hak-hak dasar mereka, seperti 

pendidikan, kesehatan, dan perkembangan fisik 

dan mental yang layak. 2. Penerapan hukum 

terhadap hak kesejahteraan pekerja anak menurut 

UndangUndang Perlindungan Anak Nomor 35 

Tahun 2014 menunjukkan komitmen Indonesia 

untuk melindungi anak-anak dari pekerjaan yang 

merugikan mereka. Namun, keberhasilan 

implementasi hukum ini memerlukan kolaborasi 

yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, 

dan lembaga terkait, serta pengawasan yang lebih 

ketat untuk memastikan bahwa anakanak tidak 

dieksploitasi dalam dunia kerja. 

 

Kata Kunci : pekerja, anak 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak bahwa 

perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak 

menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah 

daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.
5
 

Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak 
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hanya mengakui hak-hak anak yang perlu 

dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab 

negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 

anak tersebut.
6
  

Anak juga berhak atas kesejahteraan, 

perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan 

kasih sayang yang baik dalam keluarganya 

maupun di dalam asuhan khusus untuk bertumbuh 

dan berkembang dengan wajar
7
 dan anak juga 

berhak atas perlindungan terhadap lingkungan 

hidup yang dapat membahayakan atau 

menghambat pertumbuhan dan perkembangannya 

dengan wajar.
5
   

Fenomena anak dan anak dibawah umur yang 

bekerja sesungguhnya bukan hal yang baru, 

terutama di kalangan pedesaan yang biasanya 

melatih anak bekerja pada usia dini. Awalnya 

anak bekerja hanya untuk membantu orang tuanya 

menyelesaikan pekerjaan domestik di rumah 

tangga. Di dalam masyarakat pedesaan 

beranggapan bahwa memberi pekerjaan untuk 

anak pada usia dini merupakan bagian dari proses 

belajar mengajar. Pada perkembangannya, anak 

tidak lagi terlibat dalam pekerjaan domestik, 

melainkan di sektor publik dalam rangka mencari 

uang layaknya seperti orang dewasa pada 

umumnya. Perubahan ini terjadi dikarenakan oleh 

salah satu faktor yaitu adanya tekanan ekonomi 

keluarga yang kekurangan. Anak sebagai 

golongan rentan memerlukan perlindungan 

terhadap hak-haknya.
8
  

Isu pekerja anak menjadi salah satu isu serius 

yang mengancam pemenuhan hak anak karena 

dapat mengganggu tumbuh kembang, kesehatan, 

keselamatan, hingga pendidikannya. Lembaga 

yang mencatat data-data angkatan kerja itu adalah 

Badan Pusat Statistik.  

Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan 

Agustus 2021 melakukan pendataan Survei 

Angkatan Kerja Nasional. Survei tersebut 

bertujuan untuk memperoleh estimasi data jumlah 

penduduk bekerja, jumlah pengangguran, dan 

indikator ketenagakerjaan lainnya serta secara 

khusus mengumpulkan informasi terkait dampak 

COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di 

Indonesia. Tidak hanya melihat pekerja yang 

sudah berumur dewasa tetapi termasuk juga 

pekerja anak.  
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Survei Angkatan Kerja Nasional 

(SAKERNAS) merupakan survei yang dirancang 

khusus untuk mengumpulkan data-data 

ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan kondisi 

“New Normal” pada masa pandemi COVID-19 di  

Indonesia. Data yang diambil bertujuan untuk 

memenuhi indikator pekerja anak khususnya 

untuk menjaring anak dengan pekerjaan yang 

berbahaya bagi anak (hazardous work). 

Hazardous work atau pekerjaan yang berbahaya 

bagi anak mencakup pekerjaan bongkar muat, 

pekerjaan yang dilakukan di daerah terpencil, 

pekerjaan di kapal, pekerjaan yang dilakukan di 

tempat pengolahan sampah atau daur ulang 

sampah, dan juga pekerjaan ditempat usaha yang 

dapat dijadikan sebagai tempat prostitusi.
9
 Selain 

dari lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan jam 

kerja berlebih, kondisi kerja juga merupakan salah 

satu indikator yang menentukan suatu pekerjaan 

bagi anak termasuk hazardous work atau tidak.  

Tenaga kerja sangat berperan dalam 

meningkatkan dan memajukan  

perusahaan dari segi kinerja dan 

produktivitas perusahaan. Jenis pekerjaan itu ada 

pekerjaan informal dan formal. Pekerjaan sektor 

formal adalah pegawai yang bekerja di 

administrasi pemerintahan, pertanahan dan 

jaminan sosial. Sedangkan, pekerjaan informal itu 

artinya yang berstatus berusaha sendiri dan 

pekerja bebas.
10

 Atas terjadinya peningkatan atau 

kemajuan perusahaan dari segi kinerja dan 

produktivitas perusahaan tersebut, secara tidak 

langsung untuk memberikan kontribusi terhadap 

pembangunan sosial.  

Ketenagakerjaan merupakan segala hal 

berhubungan dengan tenaga kerja dan waktu 

sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
11

 

Berbicara tentang ketenagakerjaan ini sudah di 

atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan. Segala sesuatu 

yang berkaitan dengan peraturan dan pengaturan 

ketenagakerjaan telah diatur di dalam Undang-

Undang tersebut.  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan ini memberikan 

perlindungan terhadap tenaga kerja yaitu dengan 

menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan 
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menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan 

tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun 

demi kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya dengan tetap memperhatikan 

perkembangan kemajuan dunia usaha.  

Undang-Undang Ketenagakerjaan, 

menyebutkan bahwa perusahaan dilarang 

mempekerjakan anak.
12

 Di dalam ketentuan 

tersebut, anak yang dimaksud itu adalah setiap 

orang atau anak yang berusia dibawah 18 tahun. 

Berarti, usia 18 tahun adalah usia minimal yang 

diperbolehkan pemerintah untuk bekerja.  

Hak-hak anak termasuk Pekerja anak ini pun 

diatur juga di dalam undangundang yang 

mengatur tentang perlindungan anak. Undang-

Undang Perlindungan Anak ini diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas 

Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak ini mengatur hak-hak dan 

kewajiban anak. Hak anak seperti memperoleh 

pendidikan dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya.
13

 Dalam 

artian, anak-anak yang masih dibawah umur ini 

lebih diprioritaskan untuk memperoleh 

pendidikan dalam rangka untuk menambah 

kecerdasannya maupun untuk perlindungan diri 

sendiri dan anak juga berhak untuk beristirahat 

dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, dengan 

anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai 

dengan minat dan bakat demi pengembangan diri.  

Menurut Konvensi ILO pasal 2, usia 

minimum anak yang dibolehkan bekerja itu 

adalah tidak boleh kurang dari usia tamat sekolah 

wajib dan paling tidak boleh kurang dari 15 

tahun.
14

 Tapi, ada juga yang dikarenakan oleh 

sifatnya atau karena keadaan lingkungan dimana 

pekerjaan itu harus dilakukan yang 

memungkinkan dapat menimbulkan bahaya 

kesehatan, keselamatan atau moral bagi anak 

tersebut, usia minimum yang diatur oleh Konvensi 

ILO pasal 3 ayat 1 adalah tidak boleh kurang dari 

18 tahun.15 Anak yang berumur 16 tahun boleh 

bekerja. Dengan syarat bahwa kesehatan, 

keselamatan, dan moral dari anak yang 

bersangkutan cukup dilindungi dan anak ini telah 

menerima pelajaran atau latihan kejuruan khusus 

mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan.
16

  

Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 
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Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa anak 

yang berumur antara 13-15 tahun boleh 

melakukan pekerjaan ringan tanpa mengganggu 

perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan 

sosial.
17

 Dan diperbolehkan dalam rangka bagian 

kurikulum pendidikan atau pelatihan.
18

 Lalu, 

boleh melakukan pekerjaan untuk 

mengembangkan bakat dan minat.
19

 Pekerjaan 

atau yang melibatkan anak yang dilarang undang-

undang adalah pekerjaan yang terburuk, 

contohnya seperti perbudakan, yang berhubungan 

dengan pornografi, berhubungan dengan 

narkotika, dan yang membahayakan keselamatan 

dan moral anak.
20

  

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2003 tentang Cipta Kerja, anak diperbolehkan 

bekerja dengan tambahan syarat yaitu mengikuti 

pelatihan kerja. Pelatihan kerja adalah 

keseluruhan kegiatan untuk memberi, 

memperoleh, meningkatkan, serta 

mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, 

disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat 

keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan 

jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
21

 

Pelatihan kerja ini diselenggarakan oleh Lembaga 

Pelatihan Kerja (LPK) yang terdiri atas LPK 

pemerintah, LPK swasta, dan LPK perusahaan.
23

  

Pada tahun 2023, anak-anak yang berkelamin 

laki-laki dengan rentan umur/usia 10-17 tahun itu 

persentasenya 2,57% sedangkan anak-anak yang 

berkelamin perempuan dengan rentan umur/usia 

10-17 tahun itu berpresentase 2,21%. Jika 

digabung perempuan dan laki-laki dengan rentan 

umur 10-17 tahun itu menghasilkan persentase 

2,39%.
22

  

Contoh kasus yang baru saja terjadi di 

Indonesia yang mengeksploitasikan anak terjadi di 

Tanggerang, tepatnya di Tanggerang Selatan. 

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak 

atau P2TP2A Kota Tanggerang Selatan 

memanggil orangtua dari dua anak korban 

eksploitasi yang dijadikan pengemis di 
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perempatan jalan di kawasan Tangsel.
23

 Bukan 

hanya dijadikan pengemis, di berbagai tempat, 

ada juga yang mengeksploitasi anak dengan cara 

menjadikan anak itu menjadi manusia silver. 

Manusia silver ini adalah seseorang yang semua 

tubuhnya di cat dengan warna silver. Ada yang 

memang terpaksa menjadi manusia silver dan ada 

juga yang disuruh menjadi manusia silver. Komisi 

Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) 

menemukan ada sekitar 200 manusia silver yang 

melibatkan balita, bayi dan ibu di Kota Depok.
24

  

Salah satu contoh kasus lainnya itu penulis 

mengambil dari wilayah Sulawesi Utara dimana 

tepatnya di daerah kota Manado. Di sejumlah 

tempat umum khususnya di lokasi lampu merah 

dan lokasi keluar tempat parkir di Mall dan di 

pasar di Kota Manado, berkeliaran sejumlah badut 

yang menghibur warga di keramaian kota.
25

 

Profesi ini dilakoni sejumlah oknum sebagai 

sumber mata pencaharian, namun tak disangka, 

profesi ini sebagian diantaranya dikerjakan oleh 

anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah.  

Menjelang awal tahun 2020, jumlah pekerja 

anak semakin bertambah didukung oleh adanya 

wabah pandemi Covid-19 yang berpengaruh besar 

terhadap ekonomi dan sosial. Di sisi lain kondisi 

ini dimanfaatkan oleh beberapa keluarga untuk 

menjadi peluang anak dapat dipekerjakan untuk 

menambah penghasilan keluarga.
26

   

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun tentang Perlindungan Anak 

melarang Pekerja anak. Anak diperbolehkan 

bekerja anak sepanjang tidak mengganggu 

perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan 

sosial dan juga harus mengikuti semua syarat-

syarat yang tercantum dalam undang-undang 

tersebut.  

 

B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana pengaturan hukum terkait hak 

atas kesejahteraan bagi pekerja  

anak di Indonesia?  

2. Bagaimana penerapan hukum terhadap hak 

kesejahteraan bagi pekerja anak  

menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 

Nomor 35 Tahun 2014?  
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C. Metode Penelitian  

Jenis pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan normatif. 

 

PEMBAHASAN  

A. Pengaturan Hukum Terkait Hak Atas 

Kesejahteraan bagi Pekerja Anak di 

Indonesia  
Pada dasarnya berkenaan dengan aturan 

formal mengenai kesejahteraan anak khususnya 

dalam konteks Indonesia terdapat beberapa 

landasan yuridis semisal Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak, Konvensi ILO, UUD 1945, 

KUHP, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

KEP235/MEN/2003 Tahun 2003 Tentang Jenis-

Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, 

Keselamatan atau Moral Anak, Konvensi Anak, 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi  

Manusia, Deklarasi HAM 1948, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 

Kerja, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

Tentang Kesejahteraan Anak. Namun, apabila 

dilihat secara general perlindungan anak terhadap 

eksploitasi sebenarnya merupakan bagian integral 

dari perwujudan tujuan negara sebagaimana 

diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 

ke 4 antara lain adalah memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

secara berkeadilan. Aturan di Indonesia yang 

mengatur tentang ketenagakerjaan terdapat pada 

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 

Tahun 2003.   

Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 

terdapat aturan tentang pekerja anak. Di dalam 

Pasal 68, tertera bahwa pengusaha dilarang 

mempekerjakan anak.
27

 Tetapi, di dalam Pasal 69 

tersebut, dapat dikecualikan bagi anak yang 

umurnya antara 13 (tiga belas) tahun sampai 

dengan 15 (lima belas) untuk melakukan 

pekerjaan ringan tetapi tidak mengganggu 

perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan 

sosial bagi anak tersebut.
71

   

Dalam mempekerjakan anak, pengusaha 

hanya boleh mempekerjakan pekerjaan yang 

ringan terhadap anak yang memenuhi syarat 

berupa izin tertulis dari orangtua atau wali, 

perjanjian kerja antara pengusaha dengan 

orangtua atau wali, waktu kerja maksimum 3 

(tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak 

mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan 

                                                 
27  Vide Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan.  

kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas 

dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.
72

 Tapi, syarat-syarat tersebut ada bisa 

dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha 

keluarganya.
73

  

Anak yang berusia 15 tahun atau lebih sudah 

boleh dipekerjakan.
28

 Namun, patut diperhatikan 

bahwa anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh 

dipekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan yang 

membahayakan kesehatan, keselamatan atau 

moral si anak.
29

 Karena, pada dasarnya negara itu 

tidak memperbolehkan anak dibawah umur untuk 

bekerja dikarenakan tugas anak itu untuk 

mengembangkan ilmu dan pendidikannya. Tapi, 

dikarenakan faktor internal maupun eksternal 

yang membuat anak dibawah umur bisa saja untuk 

bekerja tanpa paksaan ataupun bisa saja dipaksa.  

Biasanya kalau dari faktor tanpa paksaan itu 

bisa saja dari keluarga, dalam artian anak ini ikut 

membantu dalam mencari uang untuk kehidupan 

sehari di dalam keluarganya. Kalau dari paksaan 

atau bisa dikatakan eksploitas itu bisa dari 

keluarga maupun dari orang luar. Yang dimaksud 

dari orang luar itu adalah bisa saja suruhan dari 

bos maupun ketuanya. Bos disini dalam artian jika 

anak tersebut semisalnya jadi pengemis itu 

otomatis hasil dari mengemis dari satu hari itu 

bisa saja dia setor ke bosnya dulu baru dia 

mendapatkan hasilnya walaupun bisa dibilang 

kurang dari cukup.   

Untuk pengaturan hukum bagi pekerja anak 

di Indonesia ini sebenarnya sudah sangat jelas 

terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan 

yang dimana isinya sudah sangat jelas yaitu 

melarang mempekerjakan anak di bawah umur.
30

 

Dimana dari pasal tersebut, anak yang 

diperbolehkan bekerja itu minimal 18 tahun. 

Tetapi, pada kenyataannya banyak anak yang 

bekerja di bawah umur. Walaupun, mereka masih 

di bawah umur, tetap kesejahteraannya harus 

menjadi tanggung jawab dari bos atau bisa 

dibilang yang punya bidang usaha tersebut. 

Kesejahteraan pekerja menurut Undang-Undang 

Ketenagakerjaan adalah suatu pemenuhan 

kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat 

jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di 

luar hubungan kerja, yang secara langsung atau 

                                                 
28  Vide Lampiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 
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Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi 
ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan 
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29  Vide Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
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Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, 
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30  Vide Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan.  



tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas 

kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan 

sehat.
31

 Berarti, dilihat dari isi pasal tersebut, para 

pemilik usaha itu harus memenuhi semua 

keperluan dari para pekerja termasuk pekerja anak 

yang bersifat jasmaniah dan rohaniah.   

Membicarakan tentang kesejahteraan pekerja 

berarti membicarakan tentang hak yang di terima 

pekerja atau bisa dibilang upah. Upah dalam 

UndangUndang Ketenagakerjaan adalah hak 

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, yang termasuk 

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya 

atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan.
32

  

Jadi, untuk para bos atau pemilik usaha itu 

jika memberi upah kepada pekerja termasuk 

pekerja anak itu harus sesuai dengan perjanjian 

kerja di awal sebelum mulai bekerja. Dan, 

biasanya perjanjian kerja itu bisa bersifat secara 

tertulis ataupun lisan tergantung dari pemilik 

usaha tersebut.
33

 Untuk perjanjian kerja yang 

dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku.
34

  

Untuk perjanjian pekerjaan secara dengan 

tulisan lebih aman dikarenakan ada bukti 

otentiknya, sebagaimana jika kedapatan pemilik 

usaha ada melanggar ketentuan dari perjanjian 

kerja tersebut, bisa langsung dilaporkan dan 

diproses oleh pihak yang berwajib.   

Untuk pekerja anak, pemilik usaha 

memberikan pekerjaan kepada pekerja anak yang 

dapat mengembangkan bakat dan minatnya.
35

 

Lalu, tempat kerja bagi pekerja anak itu harus 

dipisahkan dari tempat bekerjanya para pekerja 

orang dewasa.
36

 Dan, untuk jam kerja bagi pekerja 

anak itu tidak sama seperti pekerja pada 

umumnya. Kalau untuk pekerja anak, jam kerja 

atau waktu kerjanya itu paling lama hanya 3 jam 

per hari.
83

   

                                                 
31  Vide Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan.  
32  Vide Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan.  
33  Vide Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan.  
34  Vide Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan.  
35  Vide Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan.  
36  Vide Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan.  83Vide Pasal 71 ayat (2b) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan.  

Para pekerja termasuk pekerja anak 

mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan 

atas keselamatan kerja, moral dan kesusilaan dan 

perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 

manusia serta nilai-nilai agama.
37

 Pemilik usaha 

wajib memberikan perlindungan dan keselamatan 

para pekerja termasuk pekerja anak sewaktu 

dalam melakukan pekerjaan.   

Pemilik usaha bisa tidak memberikan upah 

kepada pekerja apabila mereka tidak bekerja, 

terkecuali kalo pekerja itu sedang sakit, pekerja 

khusus perempuan sedang haid hari pertama, 

urusan keluarga, menjalankan kewajiban terhadap 

negara, menjalankan ibadah agamanya, dan 

melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan 

tersebut.
38

 Setiap pekerja/buruh dan keluarganya 

berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga 

kerja.
39

  

Selanjutnya dampak dari kemiskinan tersebut 

ialah munculnya fenomena kemiskinan struktural. 

Kemiskinan struktural menurut Selo Soemardjan 

adalah kemiskinan yang dialami oleh suatu 

golongan masyarakat karena suatu struktur sosial 

masyarakat yang tidak bisa ikut menggunakan 

sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya 

tersedia bagi mereka.
40

 Menurut laporan World 

Bank dampak dari kemiskinan struktural ialah 

adanya perbedaan antara keluarga yang mampu 

dan keluarga yang tidak mampu dalam hal 

kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan lebih 

lanjutnya bisa dilihat dalam bentuk video di 

channel You Tube-nya World Bank yang berjudul 

tentang “Dewi dan Putri: Ketimpangan di 

Indonesia Memisahkan Dua Anak Perempuan.
41

 

Kemiskinan struktural ini berdampak bukan hanya 

kepada generasi awal saja, tetapi bisa berdampak 

ke generasi-generasi berikutnya dikarenakan tidak 

ada yang memberhentikannya. Kesulitan 

memenuhi kebutuhan pokok yang menyebabkan 

salah satu faktor terjadinya kemiskinan struktural.   

Salah satu dampak dari kemiskinan struktural 

adalah adanya kasus KDRT yang terjadi pada 

keluarga miskin, tingkat perceraian yang 

disebabkan oleh faktor ekonomi, masalah gizi 

buruk sampai dengan rasio harapan hidup yang 

rendah terhadap keluarga yang termasuk di dalam 

kemiskinan structural.
42

 Karena itulah anak-anak 

dibawah umur ada yang bekerja, diantaranya 
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karena untuk membantu perekonomian 

keluarganya secara tulus tanpa paksaan dan ada 

juga anak yang bekerja memang disuruh orang 

keluarganya dalam artian dipaksa walaupun itu 

juga untuk membantu perekonomian keluarga. 

Kemiskinan struktural itulah yang banyak 

memengaruhi eksploitasi terhadap anak dibawah 

umur untuk bekerja.   

Pada idealnya anak-anak haruslah menuntut 

ilmu di sekolah sesuai dengan usia masing-

masing. Namun pada kenyataannya tidak sedikit 

dijumpai anak-anak yang dibawah umur ini justru 

ikut terjun di dalam dunia lapangan kerja. 

Misalnya, pada pertengahan tahun 2023, saat 

Satpol PP yang menertibkan beberapa pengamen 

badut di Kota Manado, namun ternyata beberapa 

di antara mereka justru ialah anak-anak yang 

seharusnya menuntut pendidikan di sekolah yang 

sesuai dengan isi UUD 1945 tentang setiap warga 

negara berhak mendapat pendidikan.
43

 Keadaan 

empiris inilah yang menunjukkan bagaimana 

seharusnya hukum itu berlaku dan bekerja.  

Di Indonesia, pengaturan hukum terkait hak 

atas kesejahteraan bagi pekerja anak mengacu 

pada berbagai peraturan perundang-undangan 

yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari 

eksploitasi pekerjaan yang membahayakan 

kesejahteraan mereka. Beberapa aturan utama 

yang mengatur hal ini melibatkan perlindungan 

hak anak secara umum serta pembatasan 

pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak-anak.   

Ada beberapa dasar hukum utama yang 

mengatur tentang hak atas kesejahteraan bagi 

pekerja anak di Indonesia, yaitu Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak atau biasa disebut UU Perlindungan Anak, 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Ketenagakerjaan yang biasa dikenal dengan UU 

Ketenagakerjaan, Konvensi Internasional ILO 

(International Labour Organization), dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Perlindungan Anak dari Pekerjaan 

Berbahaya.  

Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak ini memberikan dasar 

hukum yang kuat terkait perlindungan anak 

termasuk melarang eksploitas tenaga kerja anak 

yang dapat merugikan kesehatan, perkembangan 

fisik, mental atau sosial anak. Pekerjaan yang 

membahayakan masa depan anak dan 

mengganggu hak anak untuk memperoleh 

pendidikan dilarang menurut undang-undang ini. 

Pada pasal 76B mengatur tentang larangan 

menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau 

menyuruh melibatkan anak dalam situasi 
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perlakuan salah dan penelantaran.
44

 Dalam pasal 

76B Undang-Undang Perlindungan Anak secara 

tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk 

dilindungi dari segala bentuk eksploitas ekonomi 

dan seksual, serta perlakuan diskriminatif lainnya. 

Selain itu, pada pasal 74 mengatur tentang 

larangan bagi anak untuk melakukan pekerjaan 

yang membahayakan keselamatan, kesehatan, 

atau perkembangan fisik dan mental mereka.
45

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak ini telah diubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 

tentang Ketenagakerjaan ini mengatur tentang 

hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. 

Dalam konteks pekerja anak, ada beberapa pasal 

yang mengatur mengenai pembatasan usia bagi 

anak-anak, antara lain:   

1. Pada pasal 68 tertulis bahwa anak yang 

belum berusia 13 tahun tidak boleh bekerja.
46

  

2. Pada pasal 69 menetapkan bahwa anak yang 

berusia 13 sampai 15 tahun hanya boleh 

bekerja dalam pekerjaan yang tidak 

membahayakan kesehatan, keselamatan, dan 

perkembangan mereka serta tidak 

mengganggu pendidikan mereka.
47

  

3. Pasal 70 lebih lanjut mengatur bahwa anak 

yang berusia 15 tahun ke atas boleh bekerja, 

tetapi tetap dibatasi oleh aturan terkait waktu 

kerja dan jenis pekerjaan.
48

  

Indonesia juga telah meratifikasi beberapa 

konvensi internasional yang berkaitan dengan 

pekerja anak, khususnya melalui Konvensi ILO 

(International Labour Organization) No. 138 

tentang Usia Minimum untuk Masuk ke Dunia 

Kerja dan Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk 

Pekerjaan yang Paling Buruk untuk Anak-Anak. 

Di dalam Konvensi ILO ada beberapa nomor atau 

pasal yang mengatur tentang pekerja anak, antara 

lain:   

1. Konvensi ILO No. 138 mengatur bahwa 

negara harus menetapkan usia minimum 

untuk pekerjaan anak dan memastikan bahwa 

anak tidak dipekerjakan sebelum usia tertentu 

yang tidak membahayakan kesehatan dan 

perkembangan mereka.
49
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2. Konvensi ILO No. 182 mengatur bahwa 

negara harus menghapuskan segala bentuk 

pekerjaan yang paling buruk bagi anak-anak, 

seperti kerja di tambang, pabrik berbahaya, 

atau pekerjaan yang mengarah pada 

eksploitasi seksual.
50

   

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak dari 

Pekerjaan Berbahaya ini memberikan aturan lebih 

rinci mengenai jenis pekerjaan yang dianggap 

berbahaya bagi anak-anak terlibat dalam 

pekerjaan tersebut. Pemerintah berkomitmen 

untuk melindungi anak dari berbagai risiko 

pekerjaan yang dapat merusak kesejahteraan 

mereka.  

Selain peraturan yang telah disebutkan 

sebelumnya, Indonesia juga memiliki beberapa 

regulasi tambahan yang secara khusus mengatur 

perlindungan hak dan kesejahteraan pekerja anak. 

Peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah 

Nomor 78 Tahun 2011 tentang Perlindungan 

Khusus bagi Anak. Peraturan ini menekankan 

pentingnya peran serta masyarakat dan 

pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang 

aman dan mendukung bagi perkembangan anak.51  

  

B.  Penerapan Hukum Terhadap Hak 

Kesejahteraan bagi Pekerja Anak Menurut 

Undang-Undang Perlindungan Anak 

Nomor 35 Tahun 2014.  
Pekerja anak di Indonesia semakin tahun 

jumlahnya semakin banyak dan pekerjaan mereka 

juga semakin beraneka ragam. Ada yang menjadi 

pengamen, pengemis, manusia silver, kuli 

panggul, dan yang lain-lain yang mereka anggap 

bisa dikerjakan pasti dikerjakan. Alasan mereka 

bekerja sebagian besar dikarenakan faktor 

ekonomi. Tapi, ada juga alasan mereka bekerja 

dikarenakan bukan atas kemauan dia atau bisa 

dibilang anak ini di eksploitasi oleh keluarganya 

atau oknum-oknum yang tidak bertanggung 

jawab.   

Oknum-oknum yang tidak bertanggung 

jawab itu mengeksploitasi para anak-anak ini 

yang kebanyakan masih dibawa umur dan hasil 

yang mereka dapat dari bekerja langsung diambil 

begitu saja oleh oknum yang tidak bertanggung 

jawab ini. Dan tidak dipungkiri bahwa anak-anak 

ini tidak diperhatikan pendidikan dan 

kesehatannya dan mereka banyak mementingkan 

uang atau bisa dibilang keuntungan dari hasil jerih 

payah anak yang mereka eksploitasi tersebut.  

Secara kelembagaan, di Indonesia ada dua 

lembaga yang secara resmi memiliki kewenangan 
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untuk melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan perlindungan anak, 

melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan 

perlindungan anak, mengumpulkan data dan 

informasi, menerima pengaduan masyarakat, 

melakukan penelaan, pemantauan, evaluasi, dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak. Yaitu:  

1. Komisi Nasional Perlindungan Anak 

(Komnas PA).  

Komnas PA hadir lebih dahulu dalam 

membangun komitmen untuk perlindungan 

anak di Indonesia. Dibentuk dengan Surat 

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia 

Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan 

Lembaga Perlindungan Anak Pusat yang tidak 

lain menjadi cikal bakal lahirnya sebuah 

komisi khusus yang mengurus upaya 

perlindungan dan peningkatan kesejahteraan 

anak secara independen. Berdasarkan Kepmen 

Sosial, Komnas PA diamandatkan Forum 

Nasional adalah Program Pemantapan 

Lembaga Perlindungan Anak, Program 

Pendidikan dan Latihan, Bantuan Hukum dan 

Konseling serta Program Penguatan 

Kelembagaan/ Program Kerja Teknis. Kita 

memang tidak banyak berharap dengan 

Komnas PA ini karena memang peran 

fungsinya terbatas dan bukan lembaga negara. 

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang 

dulu sangat marak dibentuk di beberapa 

wilayah, pada akhirnya sebagian hanya 

tinggal papan nama dan kalau pun ada yang 

masih “bersuara” hanya menjadi komitmen 

perorangan saja.  

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  

KPAI adalah lembaga yang independen yang 

dibentuk berdasarkan Keppres No. 77 Tahun 

2003 tentang Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia. KPAI merupakan mandat UU No. 

23/2002 dengan maksud untuk meningkatkan 

efektivitas penyelenggaraan perlindungan 

anak. KPAI merupakan lembaga negara 

diberikan mandat oleh UU untuk mengawal 

dan mengawasi pelaksanaan perlindungan 

anak. Sebagai lembaga negara, KPAI secara 

struktur/operasional mempunyai hubungan 

secara fungsional dengan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (KPPA), yaitu di Kepala Sekretariat 

KPAI21. Jika dilihat dari dasar 

pembentukkannya, tentu saja posisi KPAI 

lebih tinggi kedudukannya dari Komnas PA. 

Komnas PA oleh Kepmen Sosial (tahun 1997) 

dan KPAI dengan Keppres (tahun 2003). 

Bersamaan dibentuknya Komnas 



Perlindungan Anak. Meskipun demikian, 

keberadaan Komnas PA lebih dahulu eksis 

dan dikenal dalam dunia perlindungan anak.
52

  

Komisi Perlindungan Anak Indonesia baru 

saja merilis berbagai temuan dan juga 

pengawasan mengenai pekerja anak di 

Indonesia yang dirangkum dalam buku 

“Police Brief Penanggulangan Pekerja Anak 

di Indonesia 2024”.
53

 Dalam hasil 

pengawasan dari Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah yang 

menjabat menjadi ketua KPAI menyebutkan 

bahwa terdapat peningkatan yang cukup 

drastis pada tahu 2019. Terlebih, pada saat 

Indonesia dilanda penyakit virus COVID-19, 

di mana banyak anak yang masih dibawah 

umur harus ikut bekerja dengan alasan 

membantu penghasilan keluarganya. 

Pekerjaan yang mereka kerjakan bisa dibilang 

pekerjaan yang bisa dikatakan tidak sesuai 

dengan umur mereka yang masih dikatakan 

dibawah umur.   

Bahkan, KPAI seringkali mendapatkan 

laporan dan terkonfirmasi bahwa ada bentuk 

pekerjaan terburuk yang anak-anak dibawah 

umur ini kerjakan.
54

 Pekerjaan terburuk yang 

dimaksud dan dilakukan oleh anak-anak 

tersebut adalah menjual dirinya untuk 

dijadikan pekerja seks komersil (PSK) oleh 

oknum-oknum tertentu yang tidak 

bertanggung jawab melalui aplikasi kencan 

online atau bisa dikatakan dating apps.  

Tidak itu saja, pekerjaan yang memerlukan 

kekuatan fisik juga kerapkali ditemukan di 

industri perkebunan dan juga pertanian 

dengan tingkat resiko yang bisa dikatakan 

sangat tinggi yang menggunakan alat-alat 

berbahaya ataupun pekerjaan yang memang 

dilarang untuk anak-anak.
55

   

Pekerja anak ini bisa ditemukan di berbagai 

waktu, tempat, dan keadaan. Contohnya 

seperti di lampu lalu lintas atau di daerah-

daerah pasar tradisional. Di bagian lampu lalu 

lintas, mereka yang masih dibawah umur akan 

menjadi pengamen, pengemis atau bisa 

menjadi badut goyang pada saat lampu di 

lampu lalu lintas itu berganti warna menjadi 

merah. Untuk di bagian pasar tradisional, 

biasa ditemukan para pekerja anak ini menjadi 

tukang angkat-angkat barang dan menjadi 
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pembawa barang bagi para pembeli dan 

diantarkan sampai kendaraan pembeli 

tersebut.  

Disini penulis akan memberikan satu contoh 

berita pekerja anak yang ada sesuai dengan 

domisili penulis yaitu di Sulawesi Utara terkhusus 

di daerah kota Manado. Di sejumlah tempat 

umum khususnya di lokasi bagian lampu lalu 

lintas, lokasi keluar tempat parkir di daerah mall, 

dan di daerah pasar yang ada di kota Manado itu 

selalu ada berkeliaran badut-badut yang tugasnya 

menghibur para warga diramainya keadaan ibu 

kota.
56

 Profesi ini cukup banyak dilakukan oleh 

sejumlah oknum sebagai mata pencaharian sehari-

hari. Namun, profesi ini ternyata bukan hanya 

orang dewasa saja yang melakukan. Melainkan 

profesi ini sebagian diantaranya di lakukan dan 

dikerjakan oleh anak-anak yang dibawah umur 

dan masih duduk di bangku sekolah.  

Kristin Salindeho selaku yang menjadi 

sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan 

Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Manado 

mengutarakan bahwa profesi badut saat ini 

berkeliaran di Kota Manado, beberapa di 

antaranya adalah anak-anak yang masih dibawah 

umur dan masih duduk di bangku sekolah.
57

   

Kristin Salindeho yang menjadi sekretaris 

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan 

dan Anak (DP3A) di Kota Manado mengakui 

bahwa profesi sebagai badut ini tidak dilarang 

karena menjadi sumber mata pencaharian oleh 

sebagian besar masyarakat.
58

 Namun, 

mempekerjakan anak di bawah umur ini tentu 

menjadi perhatian banyak orang karena bisa 

berindikasi terjadinya eksploitasi terhadap hak 

anak-anak tersebut.  

Anak-anak yang dibawah umur dan masih 

duduk di bangku sekolah dan bekerja di profesi 

itu akan mendapatkan pengawasan dari 

orangtuanya tanpa ada paksaan dan tanpa 

mengesampingkan hak-hak dari anak tersebut 

akan menjadi salah satu dasar untuk bisa ditolerir. 

Namun, apabila profesi ini dipaksakan oleh 

oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung 

jawab akan langsung ditindak oleh DP3A melalui 

aturan Hukum Perlindungan Anak.  

Penerapan hukum terkait hak kesejahteraan 

bagi pekerja anak menurut Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak mencakup beberapa prinsip perlindungan 

dan pembatasan ketat terhadap eksploitasi anak 
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dalam dunia kerja. Berikut ada beberapa aspek 

penting dalam penerapan hukum tersebut:  

1. Kewajiban Negara dan Semua Pihak untuk 

Melindungi Anak   

Pasal 20 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak menggarisbawahi bahwa 

negara, pemerintah, pemerintah daerah, 

masyarakat, keluarga, serta orang tua atau 

wali memiliki tanggung jawab untuk 

melindungi anak dari berbagai bentuk 

eksploitasi.
59

 Termasuk dalam pekerjaan yang 

dapat membahayakan kesejahteraan fisik, 

mental, spiritual, sosial, dan moral mereka. 

Perlindungan ini tidak hanya mencakup 

larangan terhadap anak yang terlibat dalam 

pekerjaan berbahaya, tetapi juga meliputi 

upaya pencegahan bagi anak yang bekerja 

dalam situasi yang dapat mengganggu 

pendidikan, kesehatan, atau pertumbuhan fisik 

dan mental mereka.  

2. Larangan Eksploitas Ekonomi dan Seksual   

Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak mengatur 

bahwa setiap individu atau pihak yang 

melakukan, membiarkan, atau memerintahkan 

anak untuk terlibat dalam eksploitasi ekonomi 

atau seksual dapat dikenakan sanksi pidana.
60

 

Eksploitasi ekonomi termasuk pekerjaan yang 

memanfaatkan anak dalam situasi yang 

merugikan mereka, seperti bekerja di sektor-

sektor yang berbahaya. Dalam konteks anak-

anak yang bekerja, ini berarti tidak ada pihak 

yang boleh mempekerjakan anakanak di 

bawah usia yang diizinkan atau dalam 

pekerjaan yang berbahaya serta merugikan 

hak mereka untuk mendapatkan pendidikan 

dan berkembang secara wajar.  

3. Perlindungan Khusus bagi Pekerja Anak   

Anak-anak yang melakukan pekerjaan, baik 

yang ringan maupun yang lebih berat, harus 

mendapatkan perlindungan yang khusus. 

Pasal 76 UndangUndang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan 

bahwa anak-anak berhak mendapatkan 

perlindungan dari segala jenis pekerjaan yang 

dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, 

dan perkembangan fisik dan mental mereka.
61

 

Di samping itu, Pasal 74-77 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
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Anak juga mengatur bahwa anak-anak yang 

bekerja harus mendapatkan jaminan hakhak 

mereka untuk mengakses pendidikan, 

mendapatkan istirahat yang memadai, serta 

perlindungan kesehatan dan keselamatan 

dalam pekerjaan mereka.
62

 Pekerjaan yang 

berpotensi mengancam masa depan anak, 

seperti yang berkaitan dengan beban fisik, 

harus dilarang.  

4. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran   

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak 

anak yang terlibat dalam pekerjaan yang 

membahayakan, pihak yang melanggar dapat 

dikenakan sanksi pidana. Pasal 88 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak menyatakan bahwa siapa 

pun yang melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan ini dapat dipidana dengan pidana 

penjara dan/atau denda.
63

 Dipidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 

denda paling banyak 200 juta rupiah. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan efek jera dan 

mencegah eksploitasi anak lebih lanjut.  

5. Pentingnya Peran Orangtua, Pemerintah, dan 

Masyarakat  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini 

menegaskan bahwa perlindungan anak bukan 

hanya tugas pemerintah sendiri, tetapi juga 

tanggung jawab masyarakat dan keluarga. 

Orang tua atau wali harus memastikan bahwa 

anakanak mereka tidak terlibat dalam jenis 

pekerjaan yang berbahaya dan terus 

mendapatkan pendidikan yang baik. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk 

menyediakan fasilitas pendidikan yang 

memadai, serta mengawasi penerapan dari 

undang-undang ini. Masyarakat memiliki 

tanggung jawab untuk turut serta membantu 

pemerintah dalam menjaga agar para pekerja 

anak ini sesuai dengan pekerjaan yang sudah 

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

6. Peningkatan Kesadaran dan Pengawasan   

Penerapan hukum juga mencakup usaha 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

hak-hak anak, termasuk hak untuk tidak 

bekerja dalam keadaan yang merugikan 

mereka. Pengawasan yang lebih ketat 

terhadap lingkungan kerja dan sektor-sektor 

beresiko yang dapat mengeksploitasi anak 

juga diperlukan  

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 

35 Tahun 2014 bertujuan melindungi anak dari 
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berbagai jenis pekerjaan yang dapat 

membahayakan kesejahteraan mereka, baik fisik, 

mental, maupun sosial. Walaupun undangundang 

ini telah menyediakan landasan hukum yang 

kokoh, tantangan paling signifikan terletak pada 

pelaksanaan dan pengawasan di lapangan, dan 

kesadaran masyarakat yang masih cukup kurang.  

  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

1. Secara keseluruhan, Indonesia telah mengatur 

perlindungan hak kesejahteraan bagi pekerja 

anak melalui berbagai regulasi hukum yang 

jelas. Namun, tantangan dalam pelaksanaan 

dan pengawasan yang efektif masih perlu 

diatasi. Diperlukan kerjasama antara 

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta 

untuk memastikan bahwa anak-anak 

terlindungi dari eksploitasi dan dapat 

menikmati hak-hak dasar mereka, seperti 

pendidikan, kesehatan, dan perkembangan 

fisik dan mental yang layak.  

2. Penerapan hukum terhadap hak kesejahteraan 

pekerja anak menurut UndangUndang 

Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 

menunjukkan komitmen Indonesia untuk 

melindungi anak-anak dari pekerjaan yang 

merugikan mereka. Namun, keberhasilan 

implementasi hukum ini memerlukan 

kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, 

masyarakat, dan lembaga terkait, serta 

pengawasan yang lebih ketat untuk 

memastikan bahwa anakanak tidak 

dieksploitasi dalam dunia kerja.  

  

B. Saran  

1. Agar dapat mengurangi jumlah anak yang 

bekerja dan meningkatkan kesejahteraan 

mereka, penting adanya kerja sama antara 

pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), dan sektor swasta. Aturan 

yang berlaku harus ditegaskan dan dilengkapi 

dengan upaya pendidikan, pengawasan, serta 

perlindungan yang lebih efektif. Dengan 

menawarkan opsi ekonomi bagi keluarga 

kurang mampu, meningkatkan akses 

pendidikan, serta memperkuat penegakan 

hukum, diharapkan hak-hak anak dapat 

dilindungi dengan lebih baik di Indonesia.  

2. Penerapan hukum berkaitan dengan hak 

kesejahteraan untuk pekerja anak sesuai 

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 

35 Tahun 2014 perlu diperkuat di banyak 

aspek, termasuk peningkatan pengawasan, 

pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta 

perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak 

yang bekerja. Di samping itu, pemberdayaan 

ekonomi bagi keluarga kurang mampu, 

kolaborasi dengan sektor swasta, serta 

pengumpulan data yang lebih tepat juga 

merupakan elemen krusial dalam 

meningkatkan pelaksanaan hukum ini. 

Melalui kolaborasi antara pemerintah, 

komunitas, sektor swasta, dan instansi yang 

berhubungan, diharapkan hak-hak anak 

pekerja di Indonesia dapat terjaga dengan 

lebih baik.  
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